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PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 33 TAHUN 1991
TENTANG
PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang a. bahwa untuk nenpernmudah dan nenperlancar permn ntaan paten dari
luar negeri, maupun dalam negeri, Undang-undang Nonor 6 Tahun
1989 tentang Paten nengatur penyedi aan jasa Konsultan Paten
b. bahwa untuk menmberi kan |andasan hukum bagi penyel enggaraan jasa
Konsul t an Pat en, di pandang perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
yang nengatur tentang pendaftaran Konsultan Paten
Mengi ngat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nonmor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lenbaran Negara
Tahun 1989 Nonor 39, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3398).
MEMUTUSKAN:
Menet apkan : PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN
Pasal 1
Untuk pertama kali, nmereka yang nenenuhi Kketentuan sebagai di bawah ini dapat
mendaftar sebagai Konsultan Paten :
1. menmiliki |jazah Sarjana Teknik dan |l nmu Pengetahuan Al am atau Sarjana bidang

| ai nnya;

2. telah nelakukan pekerjaan sebagai Konsultan Paten atau nengolah pengajuan
perm ntaan paten untuk kepentingan Lenbaga Pererintah atau swasta dan perorangan
yang di bukti kan dengan pengal aman pengaj uan perni ntaan paten berikut jum ahnya,
sekur ang- kurangnya sel ama dua tahun sebel um tanggal 1 Noperber 1989;

3. menbayar bi aya pendaftaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pendaft aran sebagai mnana di maksud dal am Pasal 1 diajukan dalam jangka waktu enam
bul an terhitung sejak tanggal di undangkannya Peraturan Penerintah ini

Pasal 3

Konsul tan Paten yang telah terdaftar menurut ketentuan sebagai mana di maksud dal am
Pasal 1 dan Pasal 2 dapat tetap nelakukan pekerjaan Konsultan Paten apabila
menenuhi  syarat vyang akan ditentukan lebih |anjut dalam Peraturan Penerintah
tersendiri.



Pasal 4
Ketentuan Ilebih Jlanjut vyang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran khusus
Konsultan Paten berdasarkan Peraturan Penerintah ini diatur oleh Menteri
Kehaki man.
Pasal 5
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan Peraturan Penerintah
i ni dengan penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republik I ndonesi a.
Di t et apkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 1991
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

SCEHARTO

Di undangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 1991

MENTERI / SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A

ttd.

MOERDI ONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1991 NOVOR 41

Sal i nan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI AT KABI NET Rl

Kepal a Biro Hukum

dan Perundang- undangan

ttd.

Banbang Kesowo, S.H., LL. M
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 33 TAHUN 1991
TENTANG
PENDAFTARAN KHUSUS KONSULTAN PATEN

UuMuM

Sejalan dengan perkenmbangan kegiatan penmbangunan nasi onal dewasa ini,
di undangkannya Undang-undang Nonor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1
Nopenber 1989 nemliki arti yang strategis. Pertama, perangkat hukum tersebut
mer upakan | andasan bagi penberian perlindungan hukum atas penenuan-penermuan baru
di bi dang teknol ogi dalam bentuk paten. Kedua, dengan adanya perlindungan hukum
tersebut di harapkan dapat nmendorong perkenbangan teknol ogi yang sangat penting
artinya bagi kemmjuan penbangunan sektor industri

Dengan nengi ngat kebutuhan waktu yang cukup untuk dapat nmenpersiapkan agar
Undang-undang tersebut berjalan dengan baik, ditetapkan saat nmulai berlakunya
Undang- undang tersebut secara efektif tanggal 1 Agustus 1991.
Dal am Undang-undang tersebut antara |ain ditegaskan bahwa perni ntaan paten ol eh
penemu atau yang berhak atas penermuan yang berdomisili di luar wlayah Negara
Republ i k Indonesia harus diajukan nelalui Konsultan Paten. Hal itu di maksudkan
unt uk nmenudahkan proses pengaj uan perm ntaan paten, terutama yang berkaitan dengan
kewaj i ban serta untuk menmpercepat proses penyelesaian perm ntaan paten. Selain
itu, Konsultan Paten dapat pula bertindak selaku kuasa untuk nenangani pengaj uan
perm ntaan paten bagi penenu |Indonesia sendiri. Yang terakhir ini |azim dilakukan
karena penenmu Indonesia sendiri. Yang terakhir ini lazim dilakukan karena penenu
atau yang berhak atas penenmuan tidak nemaham segi-segi hukum nengenai paten
ataupun tata cara perm ntaan paten. Sebagai penyedia jasa, dalam Undang-undang
Pat en ditegaskan bahwa Konsultan Paten yang berhak nmengajukan pernintaan paten
adal ah Konsul tan Paten yang terdaftar di Kantor Paten

Dengan peranan Konsultan Paten sebagai kuasa ahli dalam nmenberikan jasa
pengaj uan perm ntaan paten, maka perlu ditentukan persyaratan formal yang
berkai tan dengan dasar kemanpuan dan keahlian para Konsultan Paten tersebut.
Persyaratan serupa itu diarahkan sedem ki an rupa guna nenunjang kel ancaran proses
perm ntaan paten, selain penguasaan atas permasal ahan yang nmenyangkut segi hukum
dan teknis adm nistrasi, profesi jasa ini harus nenenuhi persyaratan kualifikasi

keahlian yang berkaitan dengan bidang teknologi. Secara formal hal itu harus
di bukti kan dengan ijazah atau sertifikat pendidikan |ainnya. Apabila persyaratan
tersebut di penuhi, maka harus nenenpuh dan dinyatakan lulus wujian vyang

di sel enggarakan oleh Kantor Paten. Nanun begitu dengan nengingat perlunya
persi apan yang cukup untuk dapat menyel enggarakan ujian bagi Konsultan Paten maka
persyaratan nengenai pendaftaran Konsultan Paten yang pertama kali dilakukan
dengan penyesuai an. Dalam hal ini, pendaftaran dilakukan dengan persyaratan yang
bersifat khusus dan pendaftarannya dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas
pul a. Yaitu hanya enam bul an saj a.

Dengan persyaratan khusus tersebut disyaratkan bahwa untuk dapat didaftar
sebagai konsultan paten seseorang harus nmemliki ijazah Sarjana Teknik dan |1 nu
Penget ahuan Al am atau Sarjana bidang |ainnya yang menguasai nasal ah teknol ogi.
Selain itu, yang bersangkutan harus pula nmeniliki pengal aman nel akukan pekerjaan
sebagai Konsultan Paten sekurang-kurangnya dua tahun sebelum tanggal 1 Nopenber
1989. Pengal aman seperti itu dapat dalam bentuk kegiatan nengaj ukan pern ntaan



paten untuk kepentingan | enbaga penerintah atau swasta dan perorangan. Pengal aman

itupun harus dilihat dan dipertinmbangkan dari segi junl ah pengajuan pern ntaan
paten yang tel ah dil akukan. Dengan persyaratan seperti itu setidaknya Kantor Paten
memi |i ki dasar dan pedoman untuk nenentukan dapat atau ti daknya seseorang

di daftar sebagai Konsultan Paten

Dal am kaitan persyaratan pendaftaran tersebut diatur pula ketentuan pemnbayaran
bi aya pendaftaran. Sel anjutnya nengenai jangka waktu pendaftaran, hal itu dibatasi
sel ama enam bul an saj a dengan neksud agar tersedia waktu yang cukup untuk nenberi
kesenpat an nendaftar.

Perlu ditegaskan bahwa Peraturan Penerintah ini dikeluarkan untuk nenmenuhi
ket entuan Undang-undang Paten. Karenanya, sekalipun ditentukan persyaratan yang
bersifat khusus tetapi tidak |antas menjadi terlalu |longgar sehingga dapat nenbuka
kemungki nan penyal ahgunaan
Dengan pengat uran khusus ini maka Konsultan Paten yang terdaftar menurut Peraturan
Penmerintah ini diakui nerupakan Konsultan Paten sebagai mana yang di maksud dal am
Undang- undang Pat en.

Sel anj ut nya, Pemerintah akan nmengatur lebih Jlanjut secara rinci mengenai
persyaratan dan tata cara pendaftaran Konsultan Paten dal am Peraturan Penerintah
tersendiri. Peraturan Penerintah itulah yang selanjutnya akan digunakan sebaga

dasar bagi pendaftaran konsultan paten di luar yang terdaftar nenurut peraturan
khusus ini.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1

Persyaratan ini bersifat konulatif.

Pendaftaran ini nenpunyai sifat khusus karena didasarkan pada persyaratan
yang bel um sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang seharusnya diterapkan.
Di ant aranya, tidak di | akukannya ujian oleh Kantor Paten dan penentuan
persyaratan nengenai keahlian yang tidak dilakukan secara ketat. Prinsipnya
selain bukti ijazah, pendaftaran dikaitkan dengan persyaratan nengena
pengal aman seseorang dal am nel akukan pekerjaan sebagai |azimya konsultan
paten. Lamanya pengal aman tersebut sekurang-kurangnya selam dua (dua)
tahun terhitung sebelumtanggal 1 Nopenber 1989

Dari segi praktek, pengalaman itu dapat berupa kegi atan pengaj uan perni nt aan

paten termasuk jum ah dengan nenperhatikan persyaratan nengenai |anmanya
pengal anan serta jum ah paten yang tel ah diaj ukan, baik di |ndonesia maupun
luar negeri, setidaknya-tidaknya kemanpuan Konsultan Paten yang terdaftar

menur ut dan berdasarkan Peraturan Penerintah ini cukup dapat di andal kan

Pasal 2
Cukup j el as.
Pasal 3

Yang perlu ditegaskan dari ketentuan ini adal ah bahwa pendaftaran Konsultan
Pat en berdasarkan Peraturan Penerintah ini tidaklah nmerupakan pendaftaran
sement ar a. Pendaftaran ini bersi f at khusus karena belum sepenuhnya
di dasarkan pada persyaratan sebagaimna |azimya vyang ditentukan untuk
pendaftaran Konsultan Paten. Konsultan Paten yang terdaftar rmenurut
Peraturan Penerintah ini diakui dan berhak untuk bertindak sebagai penyedia
j asa dal am nenangani pengaj uan perm ntaan paten sebagai mana di meksud dal am
Undang- undang Pat en.

Pasal 4

Cukup j el as.
Pasal 5

Cukup j el as.
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